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Islamic education is closely related to the Japanese colonial interdependent relationship between Japan and the Muslims. Japan needs of Muslims in Indonesia related to the Greater East Asia War, that the Japanese had help from Indonesian Muslims. While Muslims expect will acquire Indonesia's independence. Japanese colonial policy seemed a little more lenient towards Islamic education than the Dutch colonizers. Japan even offer financial assistance to madrasas, and let the public reopening madrassas are never closed by the Dutch colonial government. Determination is embedded in the chest of Muslims to the truth that is run as a supporter of the development of Islamic education, while a policy that is applied invaders an inhibiting factor. Impact of the Dutch educational system and Japan led to the emergence of the reform movement of religious thought of Islam Education Islamic leaders to keep making progress.
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A. Pendahuluan
	P
endidikan sebagai usaha sadar yang dilakukan oleh orang dewasa untuk mendewasakan peserta didik yang diselenggarakan melalui jalur formal, informal, dan non formal. Pendidikan merupakan tanggungjawab bersama antara sekolah, rumah tangga, dan masyarakat. 
Sejarah pendidikan Islam telah menunjukkan bahwa sejak perkembangan Islam, pendidikan mendapat prioritas utama masyarakat muslim Indonesia.  Di samping besarnya arti pendidikan, kepentingan Islamisasi mendorong umat Islam melaksanakan pengajaran Islam, kendati masih dalam sistem yang sederhana. Pengajaran diberikan dengan sistem halaqah yang dilakukan di mesjid, musalla bahkan juga di rumah ulama.  Di samping itu pendidikan mengalami perubahan dan perkembangan sehingga orang mengatakan bahwa pendidikan sekarang merupakan perkembangan pendidikan masa lalu.
	Sebagai makhluk Tuhan yang menyandang posisi sebagai khalifah di atas bumi ini, manusia memiliki empat macam tanggung jawab, yaitu; 1) tanggung jawab terhadap Tuhan sebagai wujud rasa syukur dengan jalan beribadah kepadaNya, 2) tanggung jawab terhadap diri sendiri yang dimanifestasikan melalui pengembangan potensi fitrah yang ada pada manusia sejak lahir agar dapat survive dalam mengarungi bahtera kehidupannya, 3) tanggung jawab sosial dalam membina dan merekatkan hubungan yang harmonis atau dengan kata lain membina jiwa ukhuwah dengan sesama manusia agar tercipta suasana saling melengkapi dan menopang di dalam kehidupan ini sehingga kehidupan manusia semakin maju, semakin sejahtera, dan makmur, 4) tanggung jawab terhadap alam semesta yang mesti dimanifestasikan dengan cara menjaga kelestarian dan keseimbangannya demi kesejahteraan masyarakat.​[1]​ 
	Empat macam tanggung jawab tersebut,  tentunya harus seimbang dan selaras, sebab apabila terjadi stagnasi maka akan muncul berbagai gejolak yang pada gilirannya nanti akan mengakibatkan terjadinya chaos . salah satu upaya untuk menyeimbangkan dan menyelaraskan empat tanggung jawab tersebut adalah upaya menanamkan kesadaran akan jati diri manusia, dan kesadaran tersebut akan muncul melalui pendidikan.
	Namun demikian mengelola pendidikan tidaklah begitu mudah semudah membalik telapak tangan, sebab apabila pendidikan tersebut salah urus maka outpunya pun akan terlahir tidak seperti yang diharapkan, apalagi jika kesalahan tersebut sengaja di adakan seperti apa yang dilakukan oleh para penjajah Belanda dan Jepang sebelum masa kemerdekaan terhadap pendidikan bangsa Indonesia. Efek dan akibat dari pendidikan penjajah tersebut, menjadikan sektor pendidikan di Indonesia hingga saat ini masih morat-marit.
	Sebelum kedatangan penjajah, Indonesia telah dihuni oleh  beberapa Kerajaan Islam yang telah memiliki sistem pendidikan yang berbeda dengan sistem pendidikan yang diamanatkan oleh penjajah Belanda dan Jepang.​[2]​ Bagaimana sistem pendidikan yang dilakonkan di Indonesia pada masa Kerajaan Islam dan  masa penjajahan. Pendidikan Islam di Indonesia tumbuh dan berkembang seiring dengan masuk dan berkembangnya Islam di Nusantara, demikian pula  sistem pendidikan yang dulunya dibentuk oleh kerajaan-kerajaan Islam, setelah kedatangan para penjajah di Indonesia kondisi pendidikan Islam mengalami tekanan akibat kebijakan-kebijakan yang diberlakukan bertentagan dengan tujuan  pendidikan Islam. Hal ini menarik dikaji lebih jauh untuk mendapatkan gambaran  yang lebih dalam.
Agar pembahasan yang terfokus pada bagaimana pendidikan Islam di Indonesia pada masa penjajahan  Belanda dan Jepang lebih sistematis, maka dirumuskan beberapa sub masalah sebagai berikut;
1.	Bagaimana sistem pendidikan Islam di Indonesia masa Penjajahan Belanda dan Jepang ?
2.	Bagaimana Faktor Pendukung dan Penghambat Terhadap Pendidikan Islam?
3.	Bagaimana Dampak Sistem Pendidikan Belanda dan Jepang terhadap Pendidikan Islam Dewasa ini ?

B. Pendidikan Islam pada Masa Penjajahan Belanda dan Jepang
1. Masa Penjajahan Belanda
Sebelum Belanda datang ke Indonesia, Agama Islam sudah masuk di Indonesia melalui jalur perdagangan. Pedagang muslim dari Arab, Persia, dan India sampai ke kepulauan Indonesia sejak abad ke-7. Para pedagang dalam menjalankan misi dakwahnya melalui pengajaran, aktualisasi ajaran Islam, sikap yang simpati diperlihatkan kepada masyarakat termasuk kelompok bangsawan. Pengajaran sangat sederhana, mula-mula mengajarkan Islam dengan syahadat sebagai landasan ke Islaman, selanjutnya berkembang dengan pengajaran materi ”fikih dengan mazhab syafii”​[3]​. Dalam tradisi pendidikan Islam, pembelajaran ini dikenal dengan sistem khalaqa. Sistem tersebut pada akhirnya berkembang menjadi pesantren. 
Sementara berjalan proses pertumbuhan pendidikan Islam, Pemerintah Belanda mulai datang menjajah Indonesia pada tahun 1619 yaitu ketika Jan Pieter Coen menduduki Jakarta.​[4]​ Kemudian Belanda, satu demi satu memperluas jajahannya ke berbagai daerah dan diakui bahwa Belanda datang ke Indonesia bermotif ekonomi, politik dan agama.  
Belanda datang ke Indonesia, menghadapi kenyataan bahwa sebagian besar penduduk yang dijajahnya di kepulauan Nusantara ini adalah beragama Islam. Belanda sangat khawatir akan timbulnya pemberontakan orang-orang Islam fanatik. Islam sangat ditakuti, karena kurangnya pengetahuan mereka yang tepat mengenai Islam, sehingga mula-mula Belanda tidak berani mencampuri agama ini secara langsung. Namun melihat kondisi tersebut, kolonial Belanda sampai pada kesimpulan, bahwa mereka tidak akan bertahan lama, apabila agama Islam dibiarkan tumbuh dan berkembang. Sebab Islam adalah agama yang membenci segala bentuk penindasan dan penjajahan. Dengan demikian pihak Pemerintah Belanda dalam  membuat kebijakan terhadap pendidikan Islam selalu arahnya ke penekanan terhadap keberlangsungan Pendidikan Islam, di sisi lain menguntungkan pihak pemerintah Belanda. 
2. Kebijakan Belanda Terhadapa Pendidikan Islam
Kelestarian penjajahan, betapapun merupakan impian politik pemerintah penjajah Belanda. Sejalan dengan pola ini, maka kebijakan di bidang pendidikan menempatkan Islam sebagai saingan yang harus dihadapi. Pendidikan Barat diformulasikan sebagai faktor yang akan menghancurkan kekuatan Islam di Indonesia. Pada akhir abad ke-19 Snouck Hurgronje telah begitu optimis bahwa Islam tidak akan sanggup bersaing dengan pendidikan Barat. Agama ini dinilai beku dan penghalang kemajuan, sehingga harus diimbangi dengan meningkatkan taraf kemajuan pribumi.
Agaknya ramalan tersebut belum memperhitungkan faktor kemampuan Islam untuk mempertahankan diri di negeri ini, juga belum memperhitungkan faktor kesanggupan Islam menyerap kekuatan dari luar untuk meningkatkan diri. Memang cukup alasan agaknya untuk merasa optimis. Kondisi obyektif pendidikan Islam pada waktu itu memang sedemikian rupa, sehingga diperkirakan tidak akan mampu menghadapi superioritas Barat, tidak akan sanggup melawan pendidikan Kristen yang jauh lebih maju dalam segala bidang, dan tidak akan dapat  berhadapan dengan sikap diskriminatif pemerintah penjajah. Tetapi ternyata kemudian kondisi agama ini berkembang menjadi berbeda dengan perhitungan dan ramalan tersebut.
Kesadaran bahwa pemerintahan penjajah merupakan “pemerintahan kafir” yang menjajah agama dan bangsa mereka, semakin mendalam tertanam di benak para santri. Pesantren yang merupakan pusat pendidikan Islam pada waktu itu mengambil sikap anti Belanda. Di mata umat Islam, pemerintah penjajah sering dituduh sebagai pemerintahan Kristen, sementara  pelbagai kebijakan pemerintah lebih difokuskan untuk kepentingan mereka sendiri. Semua itu ikut memperdalam jurang pemisah antara pemerintah penjajah dengan masyarakat santri. Penjajah Belanda melakukan penekanan dan bertindak represif terhadap kegiatan keagamaan ummat Islam. Aksi menimbulkan reaksi. Dengan segala kekurangan dan kelemahannya, umat Islam berusaha mempertahankan diri dan kemudian ternyata berhasil. Perang diponegoro adalah contoh perlawanan besar yang melibatkan banyak tokoh-tokoh agama dan sejumlah santri. Demikian juga halnya dengan perang Paderi, perang Aceh, dan lain-lain. Dalam hal ini Agama Islam menganjurkan untuk bersatu dan bergotong royong “Ukhuwwah Islamiyah”, sebagaimana Firman Allah swt. dalam  Q.S. al-Maidah/5: 2.
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)
Terjemahnya;
 dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.
Setelah itu pemerintah penjajah Belanda mulai agak mengurangi penekanan, pengawasan atau pembatasan terhadap aktivitas dan pengamalan keagamaan umat Islam. Mereka, misalnya, memberi sedikit kelonggaran terhadap ummat Islam yang ingin menunaikan ibadah haji. Umat Islam selain menunaikan haji juga mempelajari ilmu-ilmu agama secara serius dan tekun. Sekembalinya dari tanah suci, mereka mengamalkan dan mengajarkan ilmu, sehingga jumlah guru agama,  dan lembaga pendidikan meningkat pesat. 
3. Ciri Khas Pendidikan Islam Zaman Penjajahan Belanda
a. Dikotomis
Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah pertentangan antara pendidikan Belanda (HIS;Hollands inlandse school, MULO; Meer Uit gebreid lager school        ,AMS; Algemene Middelbare School dan lain-lain), dengan pendidikan Islam (Pesantren, dayah, surau). Pertentangan ini dapat dilihat dari sudut ilmu yang dikembangkan. Di sekolah-sekolah Belanda dikembangkan ilmu-ilmu umum​[5]​ (ilmu-ilmu sekuler). Pemerintah penjajah Belanda tidak mengajarkan pendidikan agama sama sekali di sekolah-sekolah yang mereka asuh. 
Pemerintah  Belanda mempunyai sikap netral terhadap pendidikan agama di sekolah-sekolah umum, dalam ordonansi. Pengajaran umum adalah netral, artinya bahwa pengajaran itu diberikan dengan menghormati keyakinan agama masing-masing. Pengajaran agama hanya boleh diberikan di luar jam sekolah. Sedangkan di lembaga pendidikan Islam dalam hal ini di pesantren, pendidikan yang diberikan adalah pendidikan keagamaan yang bersumber dari kitab-kitab klasik. Dengan demikian suasana pendidikan dikotomis itu amat nyata di zaman penjajahan Belanda. Berkaitan dengan itu kedua lembaga pendidikan ini (sekolah dan pesantren) memiliki filosofi yang berbeda yang sekaligus melahirkan output yang memiliki orientasi yang berbeda pula. Perbedaan yang tajam antara ilmu agama dan ilmu umum menyebabkan munculnya sistem pendidikan umum dan sistem pendidikan agama pada fase terakhir abad ke-19, dan dilanjutkan serta diperkuat pada abad ke-20.
b. Diskriminatif 
Pemerintah Belanda memberikan perlakuan diskriminatif terhadap pendidikan Islam di Indonesia. Diantara  pelaksanaan diskriminatif adalah pemerintah Belanda membentuk suatu badan khusus untuk mengawasi kehidupan beragama dan pendidikan Islam. Dualistik diskriminatif, yaitu membedakan bahasa pengantar pendidikan untuk orang-orang Belanda (berbahasa Belanda) dengan pendidikan untuk orang-orang bumiputra (berbahasa Melayu).
Sentralistik, yaitu pendidikan itu secara keseluruhan diatur dan ditentukan orang Belanda.
Tujuan Pendidikan bagi bumiputra, yaitu menghasilkan tamatan yang dapat menjadi warganegara Belanda kelas dua yang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan pegawai negeri atau pegawai perusahaan swasta Belanda. Diberlakukan ordonansi guru pada tahun 1905. Ordonansi itu adalah mewajibkan setiap guru agama Islam untuk meminta dan memperoleh izin terlebih dahulu sebelum melaksanakan tugas sebagai guru agama.
Ordonansi ini dirasakan oleh para guru agama sangat berat, terlebih bagi guru agama yang belum memiliki administrasi sekolah. Dampak negatif yang dihasilkan dari ordonansi ini adalah dapat digunakan untuk menekan Islam yang dikuatkan dengan alasan stabilitas keamanan.
Perkembangan berikutnya adalah pada tahun 1905, kebijakan tersebut akhirnya dicabut, karena dianggap tidak relevan lagi, dan diganti dengan ordonansi tahun 1925, yang isinya hanya mewajibkan guru agama untuk memberitahu bukan meminta izin. Pemerintah Belanda mengeluarkan peraturan baru bahwa orang yang memberi pengajian Islam harus terlebih dahulu izin kepada Pemerintah Belanda, dan peraturan lebih pada penekankan kepada pendidikan Islam bahwa tidak semua kyai dapat mengajar mengaji, kecuali sudah mendapat rekomendasi. Selanjutnya pada tahun 1932 M keluar peraturan yang dapat memberantas dan menutup madrasah dan sekolah yang tidak memiliki izin atau memberi pelajaran yang tidak disukai penjajah. 
4. Masa Penjajahan Jepang
Pendidikan Islam di zaman penjajahan Jepang terkait erat dengan saling membutuhkan antara Jepang dan umat Islam di Indonesia. Jepang membutuhkan umat Islam Indonesia terkait dengan perang Asia Timur Raya, agar pihak Jepang mendapat bantuan dari umat Islam Indonesia.​[6]​ Sedangkan dari umat Islam mengharapkan akan diperoleh kemerdekaan Indonesia. Di depan ulama, Letnan Jendral Imamura, pejabat militer Jepang di Jawa menyampaikan pidato yang isinya bahwa pihak Jepang bertujuan untuk melindungi dan menghormati Islam. 
Kebijakan Jepang secara umum tersebut tentu pula berpengaruh pada kebijakan dalam hal pendidikan Islam di Indonesia. Pengaturan pendidikan agama juga diberlakukan pada masa pendudukan penjajah Jepang. Meskipun pada esensinya pengaturan itu juga dilakukan untuk mengawasi lembaga-lembaga pendidikan Islam yang ada di masyarakat, namun Jepang tampak sedikit lebih lunak dibanding pemerintah penjajah Belanda. Mungkin karena keberadaannya di bumi Indonesia yang masih seumur jagung, sehingga mereka merasa perlu untuk mengambil hati umat Islam. Jepang bahkan menawarkan bantuan dana bagi madrasah, serta membiarkan masyarakat membuka kembali madrasah-madrasah yang pernah ditutup oleh pemerintah penjajah Belanda. 
Jepang, awalnya memberi prioritas umat Islam di Indonesia untuk mengembangkan pendidikan Islam utamanya syiar Islam, hal itu merupakan siasat yang dijalankan Jepang untuk kepentingan Perang Dunia II terbukti setelah Jepang mendapat tekanan dari sekutu justru Jepang memperlihatkan dirinya sebagai penjajah yang lebih kejam dari Belanda.  Rakyat dipaksa untuk bergabung dengan badan pertahanan Jepang sehingga pendidikan rakyat terbengkalai.  Meskipun di bawah penindasan Jepang,  masih ada madrasah-madrasah yang bisa jalan dalam lingkungan pesantren di mana lingkungan tersebut jauh dari jangkauan Jepang sebab pada umumnya pesantren terletak pada daerah terpencil. 

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Terhadap Pendidikan Islam
1. Pendukung
Sebelum masuknya penjajah, sistem pendidikan pribumi  berkembang dengan pesat sesuai dengan perkembangan agama Islam yang berlangsung secara damai, ramah, dan santun. Perkembangan tersebut pada dasarnya merupakan bukti bagi kesadaran masyarakat Indonesia akan sesuainya model pendidikan Islam dengan nurani masyarakat dan bangsa Indonesia saat itu. Kehidupan masyarakat terasa harmonis, selaras, dan tidak saling mendominasi. Hanya saja sejak masuknya bangsa penjajah baik Spanyol, Portugis, dan Belanda dan Jepang dengan sifat kerakusan akan kekayaan dan materi yang luar biasa menjadikan masyarakat Indonesia tercerai berai. 
Sekalipun Belanda dan Jepang menjalankan misi kristenisasi dan westernisasi serta berbagai penindasan yang dilakukan terhadap rakyat Indonesia, demikian pula kebijakan yang diterapkan terhadap  pendidikan Islam, namun di sisi lain Gubernur Jendral Van Der Capellen pada tahun 1819 pernah menginstruksikan kepada para Residen agar menyelidiki kemungkinan untuk memperbaiki pendidikan pribumi. Demikian pula Verkerk Pistorius juga  mengusulkan agar perkembangan pendidikan dilakukan dengan memperbaiki pendidikan asli yang sudah ada.​[7]​ Bahkan menurut Steenbrink, ada beberapa pendapat yang memberikan penilaian positif terhadap sistem pendidikan asli Indonesia dalam perkembangan pendidikan modern.​[8]​
Sikap pemerintah kolonial terhadap pendidikan Islam, pada dasarnya bertolak dari sikap dan kebijakan mereka terhadap Islam. Pemerintah pada mulanya tidak berani mencampuri masalah Islam, oleh karena belum adanya kebijakan yang jelas mengenai hal ini. Di samping karena belum mengetahui tentang sistem sosial Islam pada saat itu. Sekalipun pada akhirnya sikap pemerintah terhadap pendidikan Islam tetap diskriminatif.
Mencermati sikap pemerintah Belanda tentang Islam dan pendidikan Islam, penulis beranggapan bahwa sekalipun sikap diskriminatif dan berbagai aturan ketat diterapkan oleh pihak pemerintah Belanda terhadap Pendidikan Islam, namun di hati mereka tetap ada kekhawatiran menghadapi umat Islam Indonesia. Terbukti bahwa pihak pemerintah Belanda tetap berusaha menyelidiki sikap dan kehidupan umat Islam lewat utusan  Snouch Hurgronje yang namanya diganti menjadi Abdul Gaffar. 
Kenyataan sejarah berbicara bahwa dengan adanya faktor pendukung keteguhan hati panggilan jiwa spiritual dan religius umat Islam akan kebenaran yang dijalankan, akhirnya membuahkan hasil yang tidak terbendung oleh rintangan apapun. Pendidikan Islam tetap tumbuh dan berkembang sejalan dengan perkembangan zaman. 
2. Penghambat 
Tidak dapat dipungkiri bahwa penjajah Belanda dan Jepang dalam melakukan misinya dengan berbagai kebijakan politik, sangat merugikan  rakyat Indonesia dari berbagai aspek kehidupan, termasuk Pendidikan Islam. Rakyat Indonesia yang mayoritas Islam, tidak memandang penjajah sebagai pembawa kemajuan dan teknologi, akan tetapi kedatangan mereka dianggap sebagai penghambat perkembangan kemajuan bangsa terutama dalam perkembangan Islam dan Pendidikan Islam.
Kebijakan Penjajah Belanda dalam mengatur jalannya pendidikan pribumi hanya dimaksudkan untuk kepentingan mereka sendiri. Inisiatif ini muncul ketika Van Der Capellen menjabat Gubernur Jendral mengeluarkan surat edaran yang isinya berbunyi “ Dianggap penting untuk secepatnya mengadakan peraturan pemerintah yang menjamin meratanya kemampuan membaca dan menulis bagi penduduk pribumi agar mereka dapat dengan mudah mentaati undang-undang dan hukum yang ditetapkan pemerintah Belanda”​[9]​ 
 	Pada tahap selanjutnya pendidikan dan pengajaran terganganggu oleh adanyan usaha-usaha penghematan. Sekolah-sekolah yang ada hanya  bagi anak-anak Indonesia yang memeluk agama Nasrani. Alsannya adalah karena adanya kesulitan financial yang berat yang dihadapi orang Belanda . 
Adapun lembaga  pendidikan Islam yang ada sebelum datangnya penjajah (pendidikan meunasah atau dayah, surau, dan pesantren ) mulai tergerus bahkan memang sengaja dibatasi serta dimatikan oleh penjajah. Para penjajah memandang bahwa sistem pendidikan Islam tersebut pada dasarnya bukanlah lembaga pendidikan akan tetapi hanyalah lembaga agitasi dan provokasi untuk melawana penjajahan. Dengan asumsi yang demikian, maka menjadi sangat wajar ketika penjajah berusaha untuk mengkerdilkan atau bahkan mematikannya. Di saat yang bersamaan penjajah mendirikan sistem pendidikan alam negara penjajah. Di sini telah terjadi polarisasi lembaga pendidikan yang pada awalnya hanya mengenal pendidikan tradisional, maka pada masa penajajahan ini mulai muncul sistem pendidikan modern. Di sinilah cikal-bakal mulai munculnya istilah pendidikan tradisional dan pendidikan modern. Adanya fragmentasi ini kemudian juga merembet ke dikotomisasi ilmu pengetahuan yaikni ada ilmu agama dan ilmu umum. Ilmu agama dipahami sebagai ilmu-ilmu yang diberikan secara tradisional oleh sistem pendidikan Islan sedangkan ilmu umum digunakan untuk menyebut ilmu-ilmu yang diberikan oleh lembaga pendidikan modern, dalam hal ini sekolah-sekolah yang didirikan para penjajah. Adanya persaingan yang tidak seimbang antara kaum penjajah dan penduduk asli, maka sebagian besar manusia Indonesia mulai mengalami perubahan dalam kehidupannya. 
Mulai saat ini pulalah manusia Indonesia mengalami perubahan yang sangat signifikan baik dalam aspek ideologi, ekonomi, politik, maupun moralitas. Dalam aspek ideologi manusia pribumi mulai ada yang bergeser dari ideologi spiritualisme-religius ke ideologi materialisme-kapitalisme. Ideologi materialisme-kapitalisme adalah ideologi yang lebih mementingkan kekayaan materi dan kekayaan tersebut digunakan untuk dirinya sendiri. Kekayaan yang diperoleh dengan cara memeras dan menyiksa para fakir miskin adalah sebuah perilaku para pengkiut ideilogi ini. Dalam aspek ekonomi juga mulai bergeser dari hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya mengarah ke orientasi untuk menguasi seluruh kekayaan yang ada, sehingga kekayaan tesrebut hanya untuk dirinya sendiri. Hal ini memang merupoakan konskuensi logis dari pergeseran ideologi di atas. Karena secara teoritis dan praktis antara ideologi dan perilaku ekonomi akan memiliki kesejajaran dan kesinambungan. Dalam aspek politik kehidupan masyarakat bergeser dari sekedar menjadikannya sebagai sarana untuk menmgembangkan ajaran dan moralitas masyarakat bergeser menjadi sebagai sarana untuk menguasai masyarakat baik secara cultural maupun truktural. Inilah yang belakangan menyebabkan munculnya kekayaan structural dan kemiskinan structural. Yaitu kondisi dan keberlangsungan kehidupan masyarakat dimana yang kaya semakin kayak arena menguasai seluruh akses kekayaan, sedangkan yang miskin semakin miskin karena memang telah direbut seluruh aksesnya oleh orang yang kaya. 
Dalam aspek moralitas pergeseran terjadi pada pandangan masyarakat tentang konsep moralitas itu sendiri. Moralitas di sini dipahami sebagai konsep tentang moral atau kebaikan atau baiknya sesuatu yang telah dikonstruksi oleh masyarakat. Ketika penjajah yang berkuasa di Indonesia, maka konsepsi tentang moral harus mengikuti konstruksi masyarakat penajajah. Sedangkan sebagaimana dijelaskan di depan bahwa ideologi para penjajah adalah materialisme-kapitalis, maka sesuatu atau seseorang dianggap baik dan bermoral ketika sesuatu itu bermanfaat dan berguna secara materiil. Seseorang dikatakan kurang moralitas dan nilainya di hadapan masyarakat ketika seseorang itu tidak mampu memberikan manfaat dan kegunaan secara materiil. Orang yang dianggap berhasil dan bermoral adalah seseorang yang telah memiliki jabatan, kekayaan, dan harta l;ebih dari orang tuanya. Demikianlah pergesaran yang terjadi sebagai akibat terjadinya penjajahan di Indonesia. 
Pada masa penjajahan Jepang yang merupakan Saudara Tua (karena sama-sama di benua Asia dengan Indonesia) pendidikan tradisional mulai mendapatkan angin kemajuan. Namun, semua itu tidak ada artinya karena memang penjajahan Belanda sebagai salah satu bangsa Barat atau lebih dikenal dengan bangsa Barat telah menancapkan ideologi, politk, ekonomi, budaya, dan moralitas kepada masyarakat pribumi, maka angin segar tersebut tidak mampu dimanfaatkan secara maksimal. Dengan demikian pendidikan tradisional menjadi sangat sulit untuk kembali lagi ke posisi semual, yakni sebelum adanya penjajahan bangsa Barat. 
D. Dampak Sistem Pendidikan Belanda dan Jepang Terhadap Pendidikan Islam
Tidak dapat dipungkiri bahwa pendidikan penjajah Belanda itu membawa manfaat juga bagi bangsa Indonesia, khususnya bagi umat Islam.  Orang-orang pribumi bisa mengenal sistem pendidikan modern, misalnya sistem kelas, pemakaian papan tulis, meja dan bangku. Dari segi metode pembelajaran modern, dan ilmu pengetahuan umum. Menciptakan orang-orang pribumi terpelajar yang cerdas, pintar, berwawasan luas, dan memiliki pola pikir yang rasional. Sisi-sisi positif lembaga pendidikan penjajah itu telah melahirkan gagasan di kalangan ulama dan tokoh Islam Indonesia untuk melakukan pembaruan lembaga pendidikannya.
Sisi lain dari lembaga pendidikan penjajah ini adalah lebih menjanjikan lapangan kerja bagi para murid setelah mereka menyelesaikan studinya. Lembaga pendidikan ini telah berhasil menyedot penduduk muslim, yang sebelumnya  masuk lembaga pendidikan Islam. Karena itulah, kehadiran lembaga ini dipandang sebagai ancaman bagi para ulama, bukan karena dipandang sebagai bentuk penetrasi dari kebudayaan Barat terhadap pesantren atau lembaga pendidikan tradisional Islam lainnya. Mereka berpendapat bahwa lembaga pendidikan penjajah Belanda itu akan melahirkan orang-orang pintar pribumi yang sekuler dan penganut serta pembela kebudayaan Barat, disamping menjauhkan umat Islam dari agama yang dianutnya. Meskipun banyak hal positif yang didatangkan oleh lembaga pendidikan penjajah Belanda tersebut di atas, namun lembaga pendidikan penjajah itu dirasakan sebagai ancaman bagi ulama dan tokoh-tokoh agama Islam Indonesia.
Selain hal tersebut, pemerintah Belanda juga menempuh usaha mematikan kegiatan umat Islam dengan mempelajari ikhwal pribumi dan agama Islam yang merupakan ilmu khusus yang dikenal dengan idiologi dengan memperdalam di negeri Belanda.​[10]​ Mereka berusaha mencari cela kelemahan Islam untuk menghadapi umat Islam Indonesia, dengan mengutus Cristian Snouck Hourgronye untuk belajar tentang Islam di universitas Leiden, kemudia melanjutkan studinya untuk mempelajari Islam dan kehidupan ummat Islam Indonesia di Mekah selama 6 bulan. Sekembalinya dari Mekah, ia ditugaskam menyelesaikan pemberontakan sanrti di Aceh.​[11]​
Usaha-usaha untuk menekan umat Islam tidak pernah berhenti dalam pikiran Belanda. Sekalipun tekanan yang diberikan pihak penjajah  justru tidak dihiraukan, terbukti dalam sejarah masyarakat muslim Indonesia pada saat itu pertumbuhan madrasah dan organisasi Islam laksana air hujan yang sulit dibendung. Bahkan tekanan tersebut menambah semangat kritis ummat Islam terhadap sistem kebudayaan yang dibawakan oleh kaum penjajah.​[12]​
Sebagai usaha perdagangan yang semata terfokus pada bagaimana meraih keuntungan sebanyak-banyaknya, sikap normal Belanda adalah “netral agama”, tetapi dalam kenyataanya VOC menjalankan ‘politik agama”.  Penduduk pribumi muslim akan dikristenkan, diskriminasi terhadap lembaga pendidikan Islam yang dianggap sekolah liar yang dianggap sebagai pusat agitasi melawan penjajah Belanda, sebab guru-guru pendidikan agama lebih banyak berbicara politik ketika berada dihadapan siswa. Dibalik konsep pengkritenan pribumi, bukan tanpa alasan dan tujuan. Mereka berharap jika pribumi dikristenkan, maka hambatan psikologis Belanda dan pribumi hilang, kemungkinan timbulnya konflik dan perlawanan pribumi terhadap Belanda dengan motif keagamaan akan sirna pula karena mereka sama-sama Kristen. Akan tetapi sejarah mencatat lain, ternyata mengkristenkan umat Islam Indonesia gagal.
Penjajahan yang dialami bangsa Indonesia membuat bangsa Indonesia menderita tetapi dengan semangat patriotisme dan nasionalisme dari pejuang dan ulama yang berjuang membentuk organisasi untuk menyelamatkan nilai-nilai Islam dalam menghadapi penjajah dan menyelamatkan umat dari penindasan dan kebodohan.
Sejak masa pemerintahan Maulana Malik Ibrahim, perhatian akan pendidikan Islam tergolong besar. Selama 20 tahun lamanya, raja terus melakukan pengkaderan muballigh dengan menggunakan sistem pesantren. Pendidikan Islam melalui pesantren berlangsung, juga pada semua daerah kerajaan, seperti halnya di Kalimantan ”sistem pengajian kitab terutama cara menterjemahkan dalam bahasa daerah. Lain halnya didaerah Maluku, keberlangsungan pendidikan Islam tidak begitu eksis, hal tersebut disebabkan karena, tantangan masyarakat baik dari dalam maupun dari luar. Tantangan dari dalam adalah ”komunitas masyarakat Kristiani bersatu dan gencar melalukan mengembangan missi. Sedangkan tantangan dari luar adalah VOC selain mengembangkan missi dagang dengan hasil bumi, juga sebagai corong pengembangan missi kristiani. Pihak VOC memberikan dukungan dan keleluasaan kepada pihak kristiani dalam usaha kristenisasi di Maluku”​[13]​
Pendidikan Islam, sesungguhnya dapat memenuhi kebutuhan kemanusiaan baik secara individu maupun sosial, sehingga berlangsungnya pendidikan Islam muda dan cepat diterima masyarakat. Beda halnya dengan kaum penjajah (Belanda) yang menggunakan agama sebagai tamen penjajahan. Dalam asumsi agamanya sebagai berikut; 1). Agama sangat diperlukan bagi pemerintah penjajah, 2). Agama dipakai untuk menjinakanm dan menaklukan rakyat, 3). Setiap aliran agama yang dianggap palsu oleh pemeluk agama lain, yang bersangkutan harus dibawah untuk memecah belah  agar mereka berbuat untuk mencari bantuan kepada pemerintah, 4). Janji dengan rakyat tak perlu ditepati, 5). Tujuan dapat menghalalkan segala cara”​[14]​ Karena itu pendidikan Islam tahan akan rintangan dan tantangan apapun yang menghadangnya. Sebagai suatu proses dakwah, pendidikan Islam merupakan  pengikat yang kuat antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya. 
Pesantren adalah sistem pendidikan Islam yang sudah lama dan mengakar dalam masyarakat, yang dalam sistemnya sangat berbeda dengan  sistem yang diperkenalkan oleh Belanda. Dengan demikian maka, sistem yang digunakan di Indonesia terpecah menjadi dua kelompok yaitu; ”1). Sistem yang ditawarkan Belanda adalah sistem persekolahan yang sekuler yang tidak mengenal ajaran agama. dan 2). Pendidikan yang dilaksanakan oleh Pesantren yang hanya mengenal agama saja”​[15]​. ”Pendidikan yang dikelola oleh Belanda khususnya berpusat pada pengetahuan dan keterampilan duniawi yaitu pendidikan umum. Sedangkan  pada lembaga pendidikan Islam lebih menekankan pada pengetahuan dan keterampilan yang berguna bagi penghayatan agama”​[16]​
Adapun pendidikan Islam yang dibangun di Indonesia sebelum kemerdekaan pada masa pemerintahan Belanda yaitu; 1).Madrasah Adabiyah School di Padang Panjang yang didirikan oleh H. Abdullah tahun 1907. Sekolah ini mula-mula berkelas dan memakai bangku, meja dan papan tulis. Sekolah tersebut tidak bertahan lama, dan diganti dengan Madrasah al Iqbal al Islamiyah yang diprakarsai oleh Syekh Taher Jamaluddin dari Singapura. Pada tahun 1914 madrasah Abadiyah dihidupkan kembali  yang merupakan HIS pertama di Minangkau. 2). Madrasah Diniah School yang didirikan oleh Zainuddin Labai El Yunisi 1915 di Minangkabau dengan menggunakan sistem modern dengan menggunakan alat tulis dan alat peraga”​[17]​, 3). Madrasah Muhammadiyah yang didirikan oleh K.H.  Ahmad Dahlan tahun 1923 di Yogyakarta. 4). Madrasah Sumatra Tawalib, yang didirikan oleh Syekh Abdul Karim Amrullah tahun 1921 di Padang Panjang. 5). Madrasah Sajadah Abdiyah yang didirikan oleh Teuku Beureuh pada tahun 1930 di Sigli (Aceh).
Penyelenggaraan pendidikan di kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia pada masa sebelum penjajahan, yang biasa disebut Pendidikan Islam Tradisional berlangsung selama abad ke-14 Masehi atau awal masuknya Islam. Tujuan pendidikan Islam dilandaskan pada tujuan hidup manusia, yaitu mengabdi sepenuhnya kepada Allah swt sesuai ajaran yang disampaikan oleh nabi Muhammad saw. seperti iman, takwa, dan akhlak. Penyelenggaraan pendidikan Islam tradisional pada umumnya tidak terpadu, namun disampaikan secara personal oleh para ulama yang tersebar di beberapa daerah, kecuali penyelenggaraan pendidikan di Jawa yang dinahkodai oleh Wali Songo.
 Salah satu contoh penyelenggaraan pendidikan Islam tradisional yang dilakukan secara personal oleh para ulama adalah seperti yang terjadi di Minangkabau, yang berlangsung mulai dari tahun 1600-an sampai 1900-an. Para ulama yang tercatat namanya sebagai motor penggerak pendidikan antara lain Syeich Burhanuddin (pariaman), Syeich Abdullah Chatib (Bukit Tinggi), Seich Muhammad Jamil (Batu-Sangkar), Syeich Abdul Manan (Padang Ganting), dan sebagainya. Kurikulumnya adalah:
1.	Pengajaran Kitab, yang meliputi ilmu tafsir, ilmu fikhi, ilmu nahwu/shoraf.
2.	Pengajian al-Qur’an, yang meliputi membaca Qur’an, belajar tajwid.
Tempat pendidikannya adalah Surau-Surau, dan cara belajarnya adalah anak-anak duduk bersila di hadapan guru yang juga duduk bersila seorang demi seorang membaca al-Qur’an, sesuai dengan kemajuan masing-masing anak, anak belajar huruf Arab dengan cara mengeja dan menggabungkan sesuai dengan kemajuan anak, anak belajar ibadah sekaligus disertai dengan praktek  yang dipimpin oleh guru, keimanan diajarkan melalui cara menghafal sifat-sifat wajib bagi Allah, dan akhlak diajarkan melalui riwayat-riwayat para Nabi, orang-orang sholeh, dan melalui suri tauladan dalam kehidupan keseharian guru. Lama belajar tidak dibatasi dengan pasti, ada yang dua tahun tiga tahun, dan empat tahun. Hal ini ditentukan sendiri oleh tingkat kecerdasan dan kesungguhan anak belajar.
Pendidikan lanjutan adalah pengajian kitab dengan program belajarnya adalah Ilmu Shoraf, Ilmu Nahwu, ilmu fikhi yang berbahasa Arab, dan tafsir. Cara belajar ilmu sharaf adalah menghafal seluruh bentuk tashrif berdasarkan macam-macam bentuk kata, sementara belajar ilmu Nahwu dilakukan melalui bacaan muthalaah kemudian diterangkan maksud dan tujuan yang terdapat dalam bacaan itu. Belajar ilmu fikih dan tafsir dilakukan seperti pembelajaran Nahwu.​[18]​       
Sistem pendidikan Islam di luar Jawa tidak terorganisir secara struktural, karena yang menyebarkan dan menyelenggaran pendidikan Islam bukan dari kalangan bangsawan tetapi oleh para ulama yang tidak berapiliasi langsung dalam pemerintahan kerajaan, sebab mereka yang datang itu adalah kebanyakan utusan dari pulau Jawa, seperti Datuk Patimang di Sulawesi Selatan. Berbeda dengan yang ada di pulau Jawa, di mana para wali songo dan kyai ageng, rata-rata berasal dari kalangan bangsawan sehingga mereka dapat menentukan arah dan sistem pendidikan di negeri mereka.
Namun di sisi lain, menurut Abdullah fajar, sistem pendidikan yang digunakan pada masa itu adalah belum adanya sistematika yang digunakan, baik secara obyek , subyek, maupun materi yang diajarkan.​[19]​ Dalam hal ini masih sangat ditentukan oleh guru atau ulama yang dijadikan mahaguru dalam mengajarkan ilmu pengetahuan di tempat tertentu, atau dengan kata lain kurikulumnya adalah guru itu sendiri.
 Jadi tujuan utama pendidikan Islam pada masa pra kemerdekaan boleh disimpulkan bahwa tujuan utamanya adalah memasyarakatkan al-Qur’an melalui pembelajaran membaca al-Qur’an dan upaya memahami makna al-Qur’an secara tidak langsung  melalui pembelajaran kitab kuning. 
Penggunaan sarana masjid dan surau sebagai tempat pendidikan Islam pada hakikatnya merupakan ikutan atau mencontoh apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah saw dalam mendidik para sahabatnya. Sedangkan metode yang digunakan dalam pendidikan Islam adalah sistem sorogan, yakni murid belajar pada seorang guru dengan cara membacakan materi yang diajarkan lalu kemudian murid menghafal materi tersebut untuk selanjutnya guru menguji hafalan dan pemahaman murid. Apa bila belum paham, maka guru akan menjelaskan kembali.​[20]​ Selain itu juga diterapkan sistem halaqah yakni seorang guru mengajarkan suatu materi (yang umumnya mazhab tertentu) dan dikelilingi oleh murid-muridnya.​[21]​. kedua sistem ini sudah muncul sejak abad perkembangan Islam, yang berperan dalam mengembangkan sisitem ini adalah para sahabat, tabiin, dan generasi berikutnya.
Pendidikan Islam di Indonesia pada masa pemerintahan Belanda mulai menapak ke arah kemajuan dengan munculnya pesantren (al-ma’had), yang sudah muncul pada paruh pertama abad ke-19 M., ini disebabkan karena pada masa itu telah terjadi kontak anatara umat Islam dengan umat Islam dari negara-negara lain terutama Timur Tengah.​[22]​ Setelah dua abad pertama penjajahan Belanda, mereka tidak lagi diizinkan mengadakan kontak langsung dengan dunia Islam lainnya.​[23]​ Meskipun sebelumnya telah muncul beberapa pemuda Nusantara yang telah menimba ilmu pengetahuan Islam di Mekah, seperti Nuruddin al-Raniriy (1658) dari Aceh, Muhammad  Arsyad al-Banjariy (1812) dari Marta Pura Banjarmasin.​[24]​ Pesantren masih tetap menggunakan sistem sorogan dan halaqah, dan lembaga pendidikan ini mempunyai ciri khas tersendiri yang umumnya berada dalam suatu kawasan atau area tertentu yang jauh dari kebisingan kota, persyaratan utamanya adalah adanya seorang kyai sebagai pimpinan pesantren, santri, pondokan dan mesjid, serta memiliki panca jiwa pesantren yaitu; keikhlasan, gotong royong, jiwa sosial dan saling menghormati, hidup mandiri dan sederhanaan.
Adapun tujuan pendidikan di pesantren adalah :
1.	Mencetak ulama yang menguasai ilmu-ilmu agama.
2.	Mendidik kaum muslimin agar dapat melaksanakan syari’at agama.
3.	Mendidik agar peserta didik memiliki keterampilan dasar yang relevan dengan terbentuknya masyarakat beragama.​[25]​  
Dengan demikian dapat digambarkan bahwa tujuan utama pesantren adalah mencetak ulama ahli di bidang agama yang muncul dari kalangan masyarakat untuk kembali kepada masyarakat dan mengajak masyarakat dalam mengamalkan ajaran-ajaran Islam yang haq. 
Dengan munculnya pesantren maka terjadilah perubahan dalam sistem pendidikan Islam pada sisi kelembagaan, dari pendidikan yang bersifat non formal menjadi pendidikan formal, dan kurikulumnyapun sudah mulai lebih sistematis dibandingkan sebelumnya, walaupun tradisi belajar al-Qur’an dan sistem pengajian kitab kuning masih tetap dipertahankan, dan bahkan menjadi ciri pondok pesantren dewasa ini di tengah-tengah lembaga pendidikan umum.
Berdasarkan keterangan sejarah, bahwa pesantren merupakan lembaga pendidikan  asli dari hasil budaya masyarakat Indonesia sendiri sehingga sulit dapat ditinggalkan sistem pesantren tersebut oleh masyarakat muslim Indonesia. Terlebih lagi output dari pesantren itu telah terbukti bahwa mereka memiliki kualitas ilmu agama yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas. Hal itu terjadi disebabkan karena dalam lembaga pendidikan pesantren tergabung tiga unsur pendidikan yang sangat penting, yaitu ibadah untuk menanamkan iman, tablig untuk penyebaran ilmu, dan amal untuk mewujudkan kegiatan kemasyarakatan dalam kehidupan sehari-hari.​[26]​  
	Diakui oleh banyak kalangan, bahwa pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan yang telah ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa dan pada zaman kolonial, pesantren sangat berjasa bagi umat Islam, karena tidak sedikit pemimpin bangsa, adalah alumni atau paling tidak mereka pernah berlajar secara halaqah di pesantren.​[27]​ 
Pondok pesantren bukan hanya berhasil dalam upaya mencetak ulama yang ahli di bidang agama yang memiliki semangat keikhlasan yang tinggi untuk menyebarkan dan memantapkan keimanan orang-orang Islam, tetapi juga di antara para ulama tersebut banyak yang merambah ke dunia politik.​[28]​
Peranan yang dimainkan pondok pesantren dalam upaya pembangunan manusia Indonesia seutuhnya serta upaya mempertahankan kemerdekaan di zaman penjajahan, tidak terlepas dari peran besar para kyai yang telah banyak meletakkan dasar-dasar ilmu pengetahuan agama dan jiwa patriotisme terhadap para santri mereka serta pengaruh mereka yang luas terhadap masyarakat di sekitarnya. Di samping itu para ulama juga  membangun tali silturrahmi yang erat dengan para pemimpin bangsa di penjuru tanah air Indonesia.
Perkembangan pendidikan Islam di era ini tidak dapat dilepaskan dari peranan munculnya kerajaan-kerajaan Islam saat itu. Seperti kerajaan Samudera Pasai (1297), Kerajaan Aceh (1514), kerajaan Demak (1500), Kerajaan Makassar (abad ke-17). Peran kerajaan ini menurut Hasjimi dibuktikan ketika Iskandar Muda berkuasa (1607 – 1636) di Aceh banyak didirikan pesantren.​[29]​ 
Pada awal abad ke-20, bangsa Indonesia mulai sadar akan pentingnya kemerdekaan, sehingga mereka mulai bangkit untuk melepaskan diri dari penjajahan Belanda yang ditandai dengan berdirinya Budi Utomo tanggal 20 Mei 1908 yang merupakan gerakan yang bertujuan untuk memajukan pendidikan dan kebudayaan serta meningkatkan martabat dan kesejahteraan hidup bangsa Indonesia, kemudian di susul dengan berdirinya organisasi-organisasi Islam yang berbasis pendidikan seperti Sarikat Islam (1912), Muhammadiyah (1912), dan Nahdhatul Ulama (1926),.​[30]​
Hadirnya tokoh-tokoh muda alumni Timur Tengah menggugah mereka untuk mengadakan perubahan dalam bidang pendidikan sehingga muncul anggapan bahwa sistem sorogan dan halaqah pesantren perlu diperbarui dengan sistem klsikal. Perubahan sistem ini diikuti dengan munculnya madrasah.
Madrasah yang mula-mula berdiri menurut Mahmud Yunus adalah Madrasah al-Adabiyyah di Minangkabau-Padang, bahkan madrasah tersebut dianggap sebagai madrasah pertama seluruh Indonesia. Di sisi lain di Surabaya juga telah muncul ide pembaruan yang diawali dengan berdirinya kelompok diskusi taswir al-afkar yang didirikan oleh Abdul Wahab Hasbullah dan Mas Mansur. Dari Taswir al-Afkar ini lahir kelompok kerja Nahdhatul Watan yang pada akhirnya mendirikan satu madrasah yang bernama Madrasah Hizbul Watan bertempat di kota Surabaya, Madrasah Ahlul Watan di Wonokromo, Madrasah Furu’ al-watan di Gresik, dan Hidayat al-Watan di Jombang.​[31]​
Perbedaan antara pesantren dan madrasah adalah pesantren menganut sistem sorogan dan halaqah,  sedangkan madrasah menganut sistem klasikal. Di samping itu materi ajarnya juga berbeda antara keduanya, pesantren hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama, sedangkan madrsah mengajarkan ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum.
	Sistem pendidikan Islam pada masa penjajahan Belanda tidak mengalami perubahan yang berarti. Dalam pengertian bahwa para penjajah tidak ikut campur secara langsung terhadap penyelenggaraan pendidikan Islam di Indonesia, mulai dari sistem pesantren sampai akhirnya berkembang dan lahirlah madrasah-madrasah. Menjelang Indonesia merdeka  masih dalam pendudukan Jepang,  pendidikan Islam mengalami kemajuan, disebabkan adanya pengaruh dari orang-orang Indonesia yang belajar ke luar negri, seperti Mekah, Madinah, Mesir, dan lain-lain.
Motivasi yang menyebabkan umat Islam lebih gigih dan tabah menghadapi penjajah serta ikhlas menyelenggarakan pendidikan, karena dilandasi oleh ayat al-Qur’an yang difirmankan oleh Allah swt. Dalam Q.S. al-Mujadilah/58:11
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (١١)
Terjemahnya;
Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
Sedangkan perintah berjihad melawan penjajah dilandasi oleh ayat Al-Qur’an, Firman Allah swt. Dalam Q.S. al-Hajj/22 :78.
وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ (٧٨)
Terjemahnya;
dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan Jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang Muslim dari dahulu[993], dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, Maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, Maka Dialah Sebaik-baik pelindung dan sebaik- baik penolong.
Sarana pendidikan Islam yang semula diadakan di rumah ulama, pondok-pondok/surau-surau serta di mushalla-mushalla meningkat menjadi madrasah-madrasah dengan metode dan sistem yang lebih baik lagi.
Pada awalnya pendidikan di pesantren-pesantren itu hanya mementingkan pelajaran agama saja, disebabkan karena para kyai dan ulama Indonesia yang menurut ilmu di Mekkah pulang ke Indonesia mengembangkan kembali ilmu-ilmu yang mereka pelajari di sana. Rencana pelajaran agama, dan bahasa Arab hampir sama keadaannya di seluruh Indonesia, meniru dan mencontoh rencana di Mekah.
Perkembangan pondok pesantren dan madrasah makin lama makin berkembang dan pelajaran yang diajarkan di pondok dan madrasah itu tidak saja pelajaran agama tetapi bertambah dengan pelajaran umum, seperti pelajaran menulis latin, bahasa Indonesia, berhitung, ilmu bumi, sejarah dan lain-lain. Semuanya diajarkan dengan memakai buku-buku huruf latin.
Sejak itu pula mulailah surat-surat kabar masuk ke pesantren dan madrasah, sehingga para kiai dan para pelajar mulai membacanya. Begitu juga majalah dan buku-buku yang berisi pengetahuan umum yang ditulis dengan huruf latin dalam bahasa Indonesia. Sebelumnya hal-hal tersebut dipandang barang-barang duniawi yang tidak sesuai dengan kehendak agama. Sebab itu sebagian orang tua murid tidak mengijinkan anaknya belajar ilmu-ilmu umum itu, sehingga timbulah reaksi besar di luar yang menentang kebijakan tersebut. Tetapi reaksi ini tidak sampai menyebabkan terhambatnya perkembangan pendidikan dan pengajaran di pondok pesantren dan madrasah-madrasah.
Pada waktu itu banyak kyai keluaran pondok pesantren yang tertolong karena mengetahui menulis dan membaca huruf latin. Banyak pula diantara mereka yang terpilih menjadi anggota Sangi Kai (Dewan Permusyawaratan Keresidenan) karena mereka mengerti pengetahuan umum dan pandai dalam bahasa Indonesia, disamping pengetahuan agama Islam.
Lembaga-lembaga pendidikan Islam terus mengalami perkembangan kearah moderen baik dari sarana bangunan fisiknya maupun sistem pembelajarannya. Lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti inilah yang menjadi sarana pengkaderan para pemimpinbangsa untuk melawan penjajah, baik penjajah Belanda maupun Jepang.
E. Penutup
1. Kesimpulan
a. Kondisi Pendidikan Islam pada masa penjajahan cukup banyak mendapat tekanan dari pihak penjajah namun dengan semangat jiwa patriotisme dan semangat jihad di jalan Allah yang dimiliki oleh para pejuang Islam mampu melawan penjajah dengan berbagai cara termasuk penyelenggaraan pendidikan Islam. Pendidikan Islam zaman penjajahan Jepang terkait erat dengan saling membutuhkan. Jepang membutuhkan umat Islam Indonesia terkait dengan perang Asia Timur Raya, agar pihak Jepang mendapat bantuan dari umat Islam Indonesia. Sedangkan dari umat Islam mengharapkan akan diperoleh kemerdekaan Indonesia. Kebijakan pendidikan Islam zaman penjajahan Jepang esensinya sama dengan penjajah Belanda, hanya saja penjajah Jepang tampak sedikit lebih lunak disbanding pemerintah penjajah Belanda. Mungkin karena keberadaannya di bumi Indonesia yang masih seumur jagung, sehingga mereka merasa perlu untuk mengambil hati umat Islam. Jepang bahkan menawarkan bantuan dana bagi madrasah, serta membiarkan masyarakat membuka kembali madrasah-madrasah yang pernah ditutup oleh pemerintah penjajah Belanda.
b. Perkembangan Pendidikan Islam memiliki faktor pendukung di samping faktor penghambat.  Keteguhan hati yang tertanam dalam dada umat Islam  akan kebenaran yang dijalankan sebagai pendukung perkembangan pendidikan Islam. Sedangkan kebijakan yang diterapkan penjajah merupakan faktor penghambat. 
c. Dampak sistem pendidikan Belanda dan Jepang menyebabkan  munculnya gerakan pembaharuan pemikiran keagamaan dari tokoh Islam akhirnya Pendidikan Islam tetap mengalami kemanjuan yang pesat sekalipun menghadapi tantangan dan rintangan yang berat dari penjajah Belanda dan jepang.
2. Implikasi
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